Lampiran I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor
: S-5114/PB/2009

Tanggal
: 28 Agustus 2009



Petunjuk pengisian dan format revisi DIPA
A. PENGERTIAN REVISI DIPA
1. Revisi DIPA adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA.
2. Revisi DIPA dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Revisi Kuning adalah penggantian Surat Pengesahan DIPA karena perubahan pagu dan/atau perubahan kode satker.
b. Revisi Putih adalah revisi DIPA yang tidak mengakibatkan perubahan pagu dan/atau perubahan kode satker, yaitu : 
· Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN, cara penarikan dana PHLN dan kode lokasi.

· Ralat kode akun.
· Perubahan akibat kekeliruan pencantuman pada SAPSK dan/atau DIPA.

· Pembukaan tanda blokir.
· Pergeseran dana dalam satu DIPA.

· Perubahan nomenklatur satker.
· Perubahan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2009.

3. Revisi DIPA akibat perubahan kode satker dilakukan berdasarkan revisi SAPSK/SRAA :

a. Apabila belum terjadi realisasi pada DIPA sebelumnya, maka DIPA tersebut dicabut dan diterbitkan DIPA baru dengan kode satker baru.
b. Apabila sudah terjadi realisasi pada DIPA sebelumnya, maka DIPA tersebut direvisi sebesar dana yang sudah direalisasikan dan menerbitkan DIPA baru dengan pagu sebesar dana yang belum direalisasikan.
Contoh : 

Kode satker A mempunyai pagu Rp. 1 miliar, terealisasi Rp. 200 juta. Di dalam revisi SAPSK/SRAA pagu kode satker A Rp. 200 juta dan pagu kode satker B Rp. 800 juta. Penyelesaiannya adalah dengan melaksanakan revisi DIPA satker A menjadi Rp. 200 juta dan menerbitkan DIPA satker B Rp. 800 juta.

c. Apabila sudah terjadi realisasi pada DIPA sebelumnya yang akan direvisi berdasarkan SAPSK/SRAA sehingga revisi tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka SAPSK/SRAA dimaksud dikembalikan ke DJA/DJPBN.
Contoh : 

Di dalam revisi SAPSK/SRAA kode satker A berubah menjadi kode satker B dengan pagu yang sama sebesar Rp. 1 miliar. Kode satker A telah ada realisasi sebesar Rp. 200 juta.
4. Nomor DIPA dan tanggal pengesahan revisi DIPA diatur sebagai berikut:

a. Penomoran revisi DIPA baik revisi kuning maupun revisi putih, nomor revisi bertambah sesuai urutan pengesahan revisi

Contoh :

Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan kode satker 527000 semula nomor DIPAnya 0007.0/015.08.1/-/2009 setelah direvisi nomor DIPAnya menjadi 0007.1/015.08.1/-/2009 

b. Tanggal pengesahan revisi DIPA dicantumkan sesuai tanggal penetapan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah DJPBN (khusus revisi kuning dicap/distempel tanggal penetapan revisi).
B. PENGAJUAN USUL REVISI DIPA
1. Usul pengesahan revisi DIPA diajukan oleh PA/Kuasa PA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah DJPBN baik akibat perubahan SAPSK/SRAA maupun tanpa perubahan SAPSK/SRAA.

2. Usul pengesahan revisi DIPA agar mencantumkan penjelasan/alasan dilakukannya revisi DIPA.

3. Penyampaian usul revisi DIPA tersebut disertai lampiran : 
a. Revisi DIPA halaman I-IV untuk revisi Kuning.

b. Revisi DIPA sesuai format yang tertuang dalam lampiran II surat ini untuk revisi Putih. 

c. ADK revisi DIPA .

d. Data pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur tata cara perubahan DIPA.

4. Penyusunan revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (a, b dan c) menggunakan Aplikasi DIPA sesuai dengan petunjuk teknis pengoperasian Aplikasi DIPA.

5. PA/Kuasa PA tidak melakukan pencairan dana yang direvisi selama proses pengesahan, sehingga tidak mengakibatkan pagu minus.

C. PENGESAHAN REVISI DIPA

Setelah menerima usul revisi dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kantor Wilayah DJPBN melakukan proses sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan usul revisi DIPA.

2. Melaksanakan penelaahan, mengadministrasi dokumen revisi DIPA dan meng-update data server :

a. Menggunakan Aplikasi DIPA, memasukan ADK usul revisi DIPA melalui menu ”Restore Data”.

b. Mengupdate data usul revisi DIPA apabila terjadi perubahan saat penelaahan.

c. Mentransfer data usul revisi DIPA ke server melalui menu ”Transfer Revisi DIPA” .
d. Mencetak Surat Pengesahan Revisi dengan melampirkan revisi DIPA dari satker.
e. Untuk memastikan kesesuaian data revisi DIPA dalam server dengan usul revisi, dilakukan pengecekan menggunakan Aplikasi Net DIPA.
3. Membuat Catatan Penelaahan untuk revisi kuning dan Nota Dinas untuk revisi putih, dengan melampirkan berkas penelaahan untuk diproses lebih lanjut.
4. Kantor Wilayah DJPBN mengirimkan Laporan Rekapitulasi Revisi DIPA dan ADK ke Kantor Pusat DJPBN paling lambat akhir minggu pertama bulan berikutnya.

5. Proses administrasi penyelesaian pengesahan revisi DIPA menggunakan Aplikasi Monitoring Penyelesaian DIPA.


………………. (2)

Nomor 

:  ……………... (3)

                         

Sifat

:  ……………... (4)

Lampiran  
:  ……………... (5)

Hal

:  ……………... (6) 

Yth. ……………………………………(7a) 

        ……………………………………(7b)

1. Dasar  :

a. ………………………………………………(8)
b. ………………………………………………(8)
c. ………………………………………………(8)
2. Bersama ini disampaikan revisi DIPA TA ........................ (9) Nomor ........................ (10) dengan penjelasan sebagai berikut :

a. ………………………………………………(11)
b. ………………………………………………(11)
c. ………………………………………………(11)
        Rincian revisi DIPA dan dokumen pendukung terlampir.

3. Dimohon kepada Direktur Jenderal Perbendaharan/Kepala Kanwil DJPBN berkenan mengesahkan revisi DIPA tersebut.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

xxxxxxxxxxxxxxxx (12)

xxxxxxxxxxxxxxxx (13)

xxxxxxxxxxxxxxxx (14)

Tembusan:

1. ……………………………….(15)
2. ……………………………….(15)
3.  ……………………………….(15)



2009






………….. (2)

Nomor

:  ..................... (3)

Sifat 

:  ..................... (4)
Lampiran
:  ..................... (5)
Hal

:  ..................... (6) 
Yth.  ........................................(7)

.................................................(8)

4. Dasar  :

a. ..............................................................................................(9)
b. ..............................................................................................(9)
c. ..............................................................................................(9)
5. Berdasarkan peraturan dan surat-surat tersebut pada butir 1 dengan ini disahkan revisi DIPA TA ................. (10)  Nomor ........................ (11)  Satker ........................ (12), meliputi  :

a. ..............................................................................................(13)
b. ..............................................................................................(13)
c. ..............................................................................................(13)
       Rincian revisi DIPA terlampir.

6. Surat Pengesahan revisi DIPA ini berlaku sebagai dasar pencairan bagi KPPN. 

7. Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam revisi DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

8. Surat Pengesahan revisi DIPA ini menjadi satu kesatuan dengan DIPA berkenaan dan pelaksanaan selanjutnya agar disesuaikan dengan revisi dimaksud.

xxxxxxxxxxxxxxxx (14)

xxxxxxxxxxxxxxxx (15)

xxxxxxxxxxxxxxxx (16)

Tembusan:

4. Menteri/Ketua Lembaga
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
6. Gubernur Propinsi
7. Direktur Jenderal Anggaran
8. ............................................. (17)
TATA CARA PENGISIAN REVISI PUTIH

DIPA TA 2009

1. Penjelasan penomoran Surat Pengesahan (SP) DIPA

Penomoran :  aaaa.b/ccc-dd.e/f/gggg

· aaaa 
=  Nomor Surat Pengesahan

· b

=  Nomor urut revisi

· ccc-dd
=  Kode Kementerian Negara/Lembaga - Kode Unit Organisasi

· e

=  Kode Kewenangan (1=KP, 2=KD, 3=DK, 4=TP)

· fff

=  kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan angka romawi

· gggg 
=  tahun anggaran

Keterangan : pada isian nomor Surat Pengesahan (SP) DIPA sebelum revisi pada huruf  b adalah nomor urut revisi dikurangi 1 (satu)

2. Format Surat Usul Pengesahan Revisi

1) Diisi Kop surat 
2) Diisi tanggal surat

3) Diisi nomor surat 

4) Diisi sifat surat 

5) Diisi jumlah lampiran surat 

6) Diisi hal usul pengesahan revisi DIPA Nomor SP sebelumnya dan tanggal

7) a) Diisi Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan sesuai kewenangan pengesahan revisi DIPA

b)  Diisi lokasi kantor

8) Diisi dasar pengajuan revisi

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2009 tentang Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009

c. SAPSK/SRAA No ....
d. Dasar hukum lainnya
9) Diisi tahun anggaran DIPA yang akan direvisi

10) Diisi nomor SP DIPA sebelumnya
11) Diisi alasan perlunya dilakukan revisi/penyesuaian DIPA dan pernyataan tidak mengganggu pencapaian kinerja, misalnya revisi perubahan akun, tunggakan tahun lalu.

12) Diisi Jabatan PA/Kuasa PA

13) Diisi Nama PA/Kuasa PA

14) Diisi NIP PA/Kuasa PA

15) Diisi tembusan surat usulan revisi 

3. Format Surat Pengesahan Revisi

1) Diisi Kop surat 
2) Diisi tanggal surat 

3) Diisi nomor surat 

4) Diisi sifat surat 

5) Diisi jumlah lampiran surat 

6) Diisi hal pengesahan revisi DIPA Nomor SP baru 

7) Diisi nama satker yang DIPAnya  direvisi (jika DIPA berisi lebih dari 1 satker diisi Satker lingkup nama unit eselon I departemen/lembaganya)

8) Diisi Kantor Bayar/KPPN yang akan mencairkan dana DIPA dimaksud

9) Diisi dasar pengesahan revisi DIPA sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2009 tentang Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009

c. SAPSK/SRAA No ....

d. Surat usul pengesahan dari PA/Kuasa PA
e. Dasar hukum lainnya
10) Diisi tahun anggaran DIPA yang direvisi

11) Diisi nomor SP DIPA yang akan direvisi (baru)
12) Diisi nama satker yang DIPAnya  direvisi (jika DIPA berisi lebih dari 1 satker diisi Satker lingkup nama unit eselon I departemen/lembaganya)

13) Diisi penjelasan umum hal-hal yang direvisi

14) Diisi Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

15) Diisi nama Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

16) Diisi NIP Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

17) Diisi tembusan surat lainnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2009 tentang Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009

4. Revisi Nomenklatur/Kantor Bayar

1) Diisi nomor SP DIPA (sebelum revisi)

2) Diisi nomor SP DIPA (setelah Revisi)

3) Diisi kode Satuan Kerja (sebelum revisi)

4) Diisi nama Satuan Kerja (sebelum revisi)

5) Diisi kode Satuan Kerja (setelah revisi)

6) Diisi nama Satuan Kerja (setelah revisi)

7) Diisi kode dan nama kantor/bayar (sebelum revisi)

8) Diisi pagu dana per kantor/bayar (sebelum revisi)

9) Diisi kode dan nama kantor/bayar (setelah revisi)

10) Diisi pagu dana per kantor/bayar (setelah revisi)

11) Diisi tempat dan tanggal 

12) Diisi jabatan PA/Kuasa PA

13) Diisi nama PA/Kuasa PA

14) Diisi NIP PA/Kuasa PA

5. Revisi Halaman IA DIPA

1) Diisi nomor SP DIPA (sebelum revisi)

2) Diisi nomor SP DIPA (setelah Revisi)

3) Diisi kode Satuan Kerja

4) Diisi nama Satuan Kerja 

5) Diisi nama Kuasa PA (sebelum revisi)

6) Diisi nama Kuasa PA (setelah revisi)

7) Diisi nama Bendahara (sebelum revisi)

8) Diisi nama Bendahara (setelah revisi)

9) Diisi nama Pejabat Penandatangan SPM (sebelum revisi)

10) Diisi nama Pejabat Penandatangan SPM (setelah revisi)

11) Diisi kode Fungsi,Sub Fungsi,Program dan Kegiatan

12) Diisi sasaran kegiatan (sebelum revisi)

13) Diisi jumlah volume dan satuan kegiatan (sebelum revisi)

14) Diisi jumlah pagu kegiatan (sebelum revisi)

15) Diisi sasaran kegiatan (setelah revisi)

16) Diisi jumlah volume dan satuan kegiatan (setelah revisi)

17) Diisi jumlah pagu kegiatan (setelah revisi)

18) Diisi kode kegiatan dan sub kegiatan 

19) Diisi Indikator Keluaran Sub Kegiatan (sebelum revisi)

20) Diisi jumlah volume dan satuan sub kegiatan (sebelum revisi)

21) Diisi Indikator Keluaran Sub Kegiatan (setelah revisi)

22) Diisi jumlah volume dan satuan sub kegiatan (setelah revisi)

23) Diisi tempat dan tanggal 

24) Diisi jabatan PA/Kuasa PA

25) Diisi nama PA/Kuasa PA

26) Diisi NIP PA/Kuasa PA

6. Revisi Halaman IB DIPA

1) Diisi dengan nomor SP DIPA (sebelum revisi)

2) Diisi dengan nomor SP DIPA (setelah revisi) 

3) Diisi Nomor NPLN/ Tahun dan Nomor Register

4) Diisi kode 1

5) Diisi kode 2

6) Diisi pagu total pinjaman/hibah (sebelum revisi)

7) Diisi jumlah pagu PHLN yang tahun ini akan dilaksanakan (sebelum revisi)

8) Diisi Kode 1

9) Diisi kode 2

10) Diisi jumlah penarikan sampai dengan tahun ini dalam bentuk US$ (sebelum revisi)

11) Diisi jumlah penarikan tahun ini dalam bentuk US$  (sebelum revisi)

12) Diisi dengan kode cara penarikan (PP,PL,LC, atau RK) (sebelum revisi)

13) Diisi jumlah uang yang ditarik dalam ribuan rupiah (sebelum revisi)

14) Diisi kode pendamping, 1=RpPDP, 2=RPLN, 3=RplocalCost, 4=RpAPBD (sebelum revisi)

15) Diisi jumlah dana pendamping dalam rupiah sesuai dengan kode pendamping (sebelum revisi)

16) Diisi kode 1

17) Diisi kode 2

18) Diisi pagu total pinjaman/hibah (setelah revisi)

19) Diisi jumlah pagu PHLN yang tahun ini akan dilaksanakan (setelah revisi)

20) Diisi Kode 1

21) Diisi Kode 2

22) Diisi jumlah penarikan sampai dengan tahun ini dalam bentuk US$ (setelah revisi)

23) Diisi jumlah penarikan tahun ini dalam bentuk US$ (setelah revisi)

24) Diisi dengan kode cara penarikan (PP,PL,LC, atau RK) dan jumlah uang yang ditarik dalam ribuan rupiah (setelah revisi)

25) Diisi jumlah dana pendamping dalam rupiah sesuai dengan kode pendamping (Revisi)

26) Diisi kode pendamping, 1=RpPDP, 2=RPLN, 3=RplocalCost, 4=RpAPBD (setelah revisi)

27) Diisi jumlah dana pendamping dalam rupiah sesuai dengan kode pendamping (setelah revisi)

28) Diisi tempat dan tanggal 

29) Diisi jabatan PA/Kuasa PA

30) Diisi nama PA/Kuasa PA

31) Diisi NIP PA/Kuasa PA

7. Revisi Halaman II DIPA

1) Diisi nomor SP DIPA (sebelum revisi)

2) Diisi nomor SP DIPA (setelah revisi)

3) Diisi kode Satuan Kerja

4) Diisi nama Satuan Kerja

5) Diisi kode kewenangan (sebelum revisi)

6) Diisi pagu satker  (sebelum revisi)

7) Diisi kode kewenangan (setelah revisi)

8) Diisi pagu satker  (setelah revisi)

9) Diisi kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan

10) Diisi nama Kegiatan

11) Diisi volume dan satuan sasaran kegiatan (sebelum revisi)

12) Diisi pagu kegiatan (sebelum revisi)

13) Diisi kode propinsi dan Kabupaten/kota (sebelum revisi)

14) Diisi volume dan satuan sasaran kegiatan (setelah revisi)

15) Diisi pagu kegiatan (setelah revisi)

16) Diisi kode propinsi dan Kabupaten/kota (setelah revisi)

17) Diisi kode kegiatan dan sub kegiatan

18) Diisi uraian sub kegiatan

19) Diisi volume dan satuan sub kegiatan (sebelum revisi)

20) Diisi pagu sub kegiatan (sebelum revisi)

21) Diisi volume dan satuan sub kegiatan (setelah revisi)

22) Diisi pagu kegiatan (setelah revisi)

23) Diisi kode jenis belanja

24) Diisi uraian jenis belanja

25) Diisi pagu sub kegiatan (sebelum revisi)

26) Diisi pagu sub kegiatan (setelah revisi)

27) Diisi kode kelompok akun

28) Diisi uraian kelompok akun

29) Diisi pagu kelompok akun (sebelum revisi)

30) Diisi kode KPPN (sebelum revisi)

31) Diisi kode sumber dana/cara penarikan/register (sebelum revisi)

32) Diisi pagu kelompok akun (setelah revisi)

33) Diisi kode KPPN (setelah revisi)

34) Diisi kode sumber dana/cara penarikan/register (setelah revisi)

35) Diisi kode satuan kerja

36) Diisi nama satuan kerja

37) Diisi rekap pagu DIPA per jenis belanja (sebelum revisi)

38) Diisi rekap pagu DIPA per jenis belanja (setelah revisi)

39) Diisi tempat dan tanggal 

40) Diisi jabatan PA/Kuasa PA

41) Diisi nama PA/Kuasa PA

42) Diisi NIP PA/Kuasa PA

8. Revisi  Halaman III DIPA

1) Diisi nomor SP DIPA (setelah revisi)

2) Diisi kode dan nama Satuan Kerja

3) Diisi kode satker dan nama satker  

4) Diisi kode fungsi, subfungsi, program, kegiatan dan uraian kegiatan 

5) Diisi rencana jumlah dana yang akan ditarik per bulan berdasarkan  jenis belanja (sebelum revisi )

6) Diisi rencana jumlah dana yang akan ditarik per bulan berdasarkan  jenis belanja (setelah revisi )

7) Diisi tempat dan tanggal 

8) Diisi jabatan PA/Kuasa PA

9) Diisi nama PA/Kuasa PA

10) Diisi NIP PA/Kuasa PA

9. Revisi Halaman IV DIPA
1) Diisi nomor SP DIPA (sebelum revisi)

2) Diisi nomor SP DIPA (setelah revisi)

3) Diisi kode Satuan Kerja

4) Diisi nama Satuan Kerja

5) Diisi kode Fungsi,Sub Fungsi,Program dan Kegiatan

6) Diisi uraian Kegiatan

7) Diisi kode Sub Kegiatan

8) Diisi uraian Sub Kegiatan

9) Diisi kode Akun (sebelum revisi)

10) Diisi uraian akun (sebelum revisi)

11) Diisi pagu dana AKUN (sebelum revisi) 
12) Diisi kode Akun (setelah revisi)

13) Diisi uraian akun (setelah revisi)

14) Diisi pagu dana AKUN (setelah revisi)

15) Diisi kode Fungsi,Sub Fungsi,Program dan Kegiatan

16) Diisi uraian Kegiatan

17) Diisi kode Sub Kegiatan

18) Diisi uraian Sub Kegiatan

19) Diisi kode akun yang diblokir (sebelum revisi)

20) Diisi uraian akun yang diblokir (sebelum revisi) 

21) Diisi pagu akun  yang diblokir (sebelum revisi)

22) Diisi kode akun  yang diblokir (setelah revisi)

23) Diisi uraian akun yang diblokir (setelah revisi)

24) Diisi pagu akun yang diblokir (setelah revisi)

25) Diisi catatan khusus tentang Akun (sebelum revisi)

contoh  : Termasuk pembayaran tunggakan tahun lalu

26) Diisi catatan khusus tentang Akun (setelah revisi)

27) Diisi “diblokir sebesar”.

28) Diisi pagu AKUN yang diblokir (setelah revisi)

29) Diisi pagu AKUN yang diblokir (setelah revisi)

30) Diisi keterangan syarat pencairan blokir (sebelum revisi)

31) Diisi keterangan syarat pencairan blokir (setelah revisi)

32) Diisi tempat dan tanggal 

33) Diisi jabatan PA/Kuasa PA

34) Diisi nama PA/Kuasa PA

35) Diisi NIP PA/Kuasa PA
KOP SURAT  (1)





KOP SURAT (1)








